PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
J1. Syech Nawawi AL-Bantani, Palima — Serang Telp. (0254) 267066

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
NOMOR :800/ [{5a - Dispend /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
SEKOLAH KHUSUS AN-NUUR
YAYASAN AR-RIDWAN TANGERANG
KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

Menimbang . a. bahwa-dalam-rangka menuntaskan-Wajib-Belajar Pendidikan Dasar
bagl anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat
dalam menyelenggarakan program pendldxkan khusus dan layanan
khusus H

N

b. bahwa untuk- menmgkatkan pamsmam -masyarakat dalam pemerataan
akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus AN-NUUR yang
beralamat diJ1- Sukabakti VII RT. 005/015 Kel. Sukasari Kota
Tangerang ‘Banten ‘daft’ Yayasan AR-RIDWAN Kota Tangerang -
Banten, /

3 f
N
c. bahyva u}ituk membina dan mendukung kegxatan belajar mengajar
diperlukan)izin operasional 'yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendldxkan Provmsx Banten;

Mengingat PN | ) : 7 ahu‘gfx” 1990 fentang Pendidikan
kg donésna Tahun 1990 Nomor
‘ffb]lk Indonesm Nomor 3411):

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
¥ ndldlkang\laswnal (Lembaran Negara chublxk
A

Undang-Undang' Nomor 23 Tahun 20()0 tentang Pembentukan
3. Provinsi Banten (Lembardn Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Négara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
4., Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tamhahan | smharan Neoara Renuhlik Indonesia Nomor 4844):



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37
tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4496);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LembararrNegara‘Repubhk Indonesxa*Nomor 4737);

10. Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahlm 2010 No’momi\"““\\

11. raturan M nteflzPendxdlkan dan Kebudayaan nomor 72 Tahun 2013

omor 3 fTahun 2008 tentang
Tata _Kerjé}‘l_)inas Pendidikan
A ~

a unf 2012 tentang
i 5’erah Pro’{nnm Nomor 7).

) onag, danﬁYagasan;AR-RIDWAN Tangerang No: 19
iy tang‘P o'hqn Izin Operasional Pendirian
i, Hg

1?511 @usugﬁN/NUUR

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus AN NUUR
yang beralamat di JI. Sukabakti VII RT 005 015 Kel Sukasari Kota
Tangerang - Banten untuk menyelenggarakan kegiatan belajar
mengajar mulai Tahun Pelajaran 2016-2017;

Sekolah Khusus AN NUUR sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Jenjang TKKh.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional R epu

2. Yth. Gubernur Banten; ‘o '

3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banfen,
4. Yth. Bupati Kabupaten Tangerang, 3

5. Yth. Dirjen Pendidikan Dasardan‘Meneng h Ker K

6. Yth. Sekjen Pendidikan Dasarﬁ'an Menengah Kemendlkb di Jakarta :
7. Yth. Direktur PKLK DxtjenlfendldlkarLDasar dai Meneng _emendlkbud i
8. Yth. Kepala Biro Orgamsam Sei;da Provm§1 Bante ot o

9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota T ¥
1

0. Pemnagal

2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus jenjang TKKh, SDKh, SMPKh dan SMAKh;

3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat
tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

4. Mensosialisasikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
dan Pemerataan Akses;

5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;

6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus kepada Dinas Pendidikan
Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang;

Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana
telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan
daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas
Pendidikan Provinsi Banten;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan
perbalkan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan

i rerasisermenaiiemieiy

;f - Ditetapkan d1 Serang
i Pada Tanggal Ol Mavik 2016
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